
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI PASAMAN BARAT 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT 

NOMOR   TAHUN  

 

TENTANG 

 

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG GADING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASAMAN BARAT, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah 

Ujung Gading;  

 

Mengingat : 1.​ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok 

Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 

2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4348); 

2.​ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3.​ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6887); 

4.​ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

 

MEMUTUSKAN : 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH UJUNG GADING. 

 

 

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.​ Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 

2.​ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat. 

3.​ Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 

4.​ Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana 

teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan Daerah pada umumnya. 

5.​ Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading. 

6.​ Direktur adalah direktur RSUD. 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman 

mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan 

transparansi pada pelaksanaan BLUD RSUD. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 

a.​memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, 

ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan 

dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu 

pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya 

dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh 

Bupati; 

b.​meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara 

lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan 

akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi 

pemanfaatan teknologi; 

c.​meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas 

dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD RSUD; dan 

d.​mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, 

transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan 

peningkatan kemandirian organ rumah sakit. 

 

Pasal 4 

(1)​Pola tata kelola RSUD, memuat : 

a.​ kelembagaan; 

b.​ prosedur kerja; 

c.​ pengelompokan fungsi; dan 

d.​ pengelolaan sumber daya manusia 

(2)​Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung 

jawab, hubungan kerja dan wewenang. 

(3)​Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja 

antarposisi jabatan dan fungsi. 



(4)​Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi 

pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal 

untuk efektifitas pencapaian. 

(5)​Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai 

pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

(6)​Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pejabat tanggal Paraf 

1. Wabup   

2. Sekda   

3. Kadis   

4. Direktur   

 

 Ditetapkan di Simpang Empat​
pada tanggal                      2024   

 

BUPATI PASAMAN BARAT, 

 

 

 

HAMSUARDI 

 

Diundangkan di Simpang Empat​
pada tanggal       2024 

​
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASAMAN BARAT, 

 

 

 

 

HENDRA PUTRA 

  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN … NOMOR … 

 

 

 

 

 

 


	TENTANG 

